BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 8  TAHUN 2012
TENTANG

PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI KAWASAN BATHIN IX

Menimbang :

Mengingat

KECAMATAN PAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa dalam rangka mencapal masyarakat yang maju
mandiri dan scjahtera di wilayah bekas unit permukiman
transmigrasi (UFPT) Lamban Sigatal, bekas pemukiman
transmigrasi Lubuk Napal I, bekas pemukimarn
transmigrasi Lubuk Napal II dan desa-desa sekitarnya di
Kecamatan Pauh perlu didukung adanya ketahanan
pangan, tersedianya papan, pertumbuhan ekonomi dan
agrobisnis;

bahwa  percepatan pembangunan pengembangan
Wilayah Permukiman Transmigrasi [(WPT) bekas unit
permukiman transmigrasi (UPT) Lamban Sigatal, bckas
pemukiman transmigrasi  Lubuk MNapal [, bekas
pemukiman transmigrasi Lubuk Napal Il dan desa-desa
sekitarnya di Kecamatan Pauh perlu membentuk Kota
Terpadu Mandiri {KTM] Bathin 1%

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penetapan Kota Terpadu Mandirl kawasan
Bathin IX Kecamatan Pauh;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan HKabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permuliman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomer 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan

BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KOTA TERPADU
MANDIRI KAWASAN BATHIN IX KECAMATAN PAUH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daecrah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagal unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

5 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat
Sosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sarolangun.

&. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

7  Ketransmigrasian adalah segala sesuafu Yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Tran smigrasi.

8. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk
meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan
Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi.

9, Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya dapat disingkat
WEPT adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan
permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan
wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.



10,

11.

12.

13.

14.

15.

Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari
pemukiman, perdagangarn, perkantoran, industri, pendidikan, pelayanan
umum dan sarana transportasi serta untuk menyatukan visi tentang
kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan
memenuhi fungsi-fungsi perkotaan.

Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya dapat disinglkat KTM adalah
Kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya
dirancang menjadi pusat pertumbuhan  yang mempunyai fungsi
perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Bekas Unit Pemukiman Transmigrasi yang sclanjutnya dapat disingkat
Bekas UPT adalah suatu kawasan penggunaan lahan yang bertujuan
untuk pengembangan usaha Bekas Unit Pemukiman transmigrasi
dimana lahan tersebut mempunyai kepastian letak, luas serta batas-
batas secara fisik di lapangan.

Lokasi adalah kawasan potensial yang ditetapkan sebagai permukiman
transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah vang sudah
ada atau vang berkembang sebagai kawasan perkotaan barua sesual
dengan rencana tata ruang wilayah.

Master Plan adalah arahan pengembangan kawasan dan konsep
pengembangan kawasan yang merumuskan pengembangan usaha,
refcana struktur ruang kawasan, pengembangan masyarakat dan
penyusunan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM] Kota Terpadu
Mandiri.

Kota Terpadu Mandiri Bathin 1X, yang selanjutnya di singkat KTM
Bathin IX adalah Kota Terpadu Mandiri Bathin IX Kecamatan Pauh
Kabupaten Sarolangun.

BABE 1l
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KTM Kawasan Batin IX Kecamatan
Pauh.

(1]

(2]

Pasal 3

KTM Kawasan Bathin IX terdiri atas:

a. Desa Sumber Lahan:
1. Desa Sepintun;
2. Desa Lamban Sigatal.

b. Desa Penunjang:
{_ Unit Permukiman Transmigrasi Lamban Sigatal;
2. Bekas Unit Permukiman Tran smigrasi Lubuk Napal [;
3. Bekas Unit Permukiman Transmigrasi Lubuk Napal 1I; dan
4. Desa Lubuk Napal.

KTM Kawasan Bathin IX terletak di Kecamatan Pauh dengan luas 1.130
Ha, dengan batas-batas wilayah meliputi:
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pemusiran;
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Bekas Unit Permukiman Transmigrasi
Lubuk Napal II (Desa Taman Bandung);
c. Sebelah Barat berbatas dengan bekas Unit Pemukiman Transmigrasi
Lubulk Napal | (Desa Seko Besar dan Desa Lamban Sigatal); dan
d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sepintun.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

(1) Pembangunan KTM Kawasan Bathin IX, bertujuan untuk :
a, mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat
tumbuh};
c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerija;
d. menarik investor;
e, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi
dan desa-desa sekitarnya.
(2) Scbagai Pusat Risert, Agrobisnis dan Agrowisata

Pa=zal 5

Sasaran pembangunan KTM hawasan Bathin [X, adalah :

a. peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;

b. peningkatan jaringan infrastruktur ;

c. peningkatan  investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan

perdagangan,
d. perluasan kesempatan kerja.
e. peningkatan pelayanan sosial;
f. peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
g. peningkatan pendapatan para Transmigrasi dan penduduk sekitar.

Pasal &

Sasaran pembangunan KTM Kawasan Bathin I[X, dilaksanakan melalui

pendekatan ~ Wilayah Pengembangan  Transmigrasi (WPT)  dengan

pemberdayaan kawasan :

a. yang sudah dikembangkan sebagai permukiman transmigrasi mencakup
dan permukiman transmigrasi yang masih dibina;

b. permukiman transmigrasi bani

c. calon permukiman transmigrasi;

d. desa sekitar.

Pasal 7

(1) Dalam pengembangan KTM Kawasan Bathin [X dilaksanakan penyusunan
Rencana Induk (master plan) sebagai dasar pengembangan Kawasar.

(2) Penyusunan Rencana Induk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Sarolangun bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
(Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dengan persetujuan DPRD,

(3) Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diuraikan dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
Pasal 8

KTM Kawasan Bathin IX akan memberdayakan para transmigran dan desa
penduduk sekitar paling sedikit 1705 KK.



BAB IV
PENYEDIAAN TANAH
Pasal 9

Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM Kawasan Bathin
IX berasal dan :

a. tanah negara bebas;

b. tanah berasal dari Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi;

c. tanah penduduk setempat;

BAB WV
STRUKTUR KAWASAN

Pasal 10

Struletur KTM Kawasan Bathin IX dikelompokkan dalam zona:
a. permukiman;

b. bisnis ;

¢. pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan;

d. pusat benih, palawija, kelapa sawit dan karet,

(1)
(]

(3)

(4

(=)

(1)

12)

BAB VI
PENGELOLA

Pasal 11
Dalam Pengembangan KTM Kawasan Bathin IX dibentuk Kelompok Kerja
dan Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun.
Dalam Pengembangan KTM Kawasan Bathin IX dibentuk Pelaksana
Kabupaten Sarolangun.
Pembentukan Pokja dan Pelaksana KTM sebagaimana ayat (1] dalam
melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Polga Pemerintah Provinsi
Jambi dan Pokja Pemerintah Pusat.
Struktur bagan Pokja dan Pelaksana dibuat sebagaimana Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Kerja dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 12

Pengembangan usaha masyarakat pada KTM Kawasan Bathin IX

diproritaskan pada:

a. pengembangan agribisnis dan  agro industri dari hulu ke hilir
bekerjasama dengan badan usaha;

b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian yang saling
mendukung;

c. pengembangan jasa perdagangan,

d. pengembangan jaringan transportasi dan informasi;

e. pengembangan sarana pendidikan, keschatan dan sosial budaya.

Pengembangan Usaha ekonomi pada KTM Kawasan Bathin IX
melibatkan peran serta masyarakatl.



BAB VIII
DUKUNGAN DANA

Pasal 13

Dana pengembangan KTM Kawasan Bathin IX berasal dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Pihak ketiga.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditegﬂplgﬂﬂ.__ﬁi Sarolangun
padajtanggal “31 Mei 2012
o P S .'.'H. .-'
/BUPATI SAROLANGUN,
"

ttd.

CEK ENDEA

Diundangkan di Sarclangun
pada tanggal 31 Mei 2012
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PENJELABAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI KAWASAN BATHIN IX
KECAMATAN PAUH

1. PENJELASAN UMUM

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penetapan Kota
Terpadu Mandiri Kawasan Bathin 1X Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun
diharapkan akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh
Badan Usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada
sehingga pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang
usaha vang lebih luas dan merata serta tumbuhnya daerah dan wilayah
sebagai pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi baru. Dengan demikian,
penyelenggaraan transmigrasi membuka kesempalan bagi penduduk dari
daerah lain dengan cara swakarsa untuk berpindah dan menetap guna
meningkatkan kesejahteraannya. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi tersebut sekaligus mendorong kemajuan dalam peningkatan
kesejahteraan penduduk sekitarnya.

Jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan
belum seimbang antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan,
apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial
ataupun kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk yang belum serasi dan
helum seimbang tersebut menyebabkan pembangunan belum merata sehingga
ada kecenderungan daerah atau wilayah vang telah berkembang menjadi
makin berkembang, sebaliknya daerah atau wilayah yang kurang berkembang
menjadi makin tertinggal. Daerah atau wilayah yang tertinggal dengan
penduduk yang terpencar-pencar dalam kelompok kecil sulit berkembang.
Untuk itu, penyebaran penduduk perlu diatur melahu penyelenggaraan
transmigrasi,

Dalam upaya meningkatkan sumbangan nyata pembangunan
transmigrasi kepada pembangunan nasional, Pemerintah telah menetapkan 5
(lima ) kebijakan yang merupakan tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan
transmigrasi, yainu:

1. Mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan.

2. Mendukung kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi.

3. Mendukung ketahanan nasional,

4. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

5. Menunjang penanggulangan perngangguran dan kemiskinan.

Kelima butir ini ditetapkan sebagai paradigma baru penyelenggaraan
transmigrasi yang akan divujudkan dengan berbagai langkah terobosan.

Terobosan vang sckarang ini dilakukan adalah dengan melakukan
revitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada
serta reorientasi pembangunan di kawasan-kawasan transmigrasi yang bar.
Di kawasan baru, pembangunan transmigrasi yang semula ditujukan untuk
menjawab persoalan-persoalan demografis, diperkaya orientasinya kearah
percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi
kawasan transmigrasi. Sedangkan di kawasan transmigrasi yang sudah ada
dilakukan penataan ekonomi, sosial dan ruang agar pertumbuhannya dapat
lebih cepat dan terarah.



- Konsep pendekatan yang diterapkan dalaim revitalisasi dan reorientasi
ini adalah pembangunarn serta pengembangan kawasarn transmigrasi menuju
terbentuknya pua.alapusat pertmubuhan vang mempunyai fungsi perkotaan
dan selanjutnya di sebut “Kota Terpadu Mandiri”

1. PENJEMSF-.N pASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

cukup Jelas
Pasal &

Cukup Jelas
Pasal 7

cukup Jelas
pPasal B

Cukup Jelas
pPasal 9

Cukup Jelas
pasal 10

Cukup Jelas
pasal 11

Ccukup Jelas
pasal 12

Cukup Jelas
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